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MOTTO 

 

“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.” 

(Ar-Rahman : 13) 

“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja  

ia menyelesaikannya dengan baik.” 

(HR. Thabrani) 
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ABSTRAK 

Pertanggungjawaban pidana terhadap majikan yang melakukan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga (KDRT) ditinjau dari Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  

 

Penelitian mengenai Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana kekerasan Fisik 

dalam Lingkup Rumah Tangga. Kekerasan dalam lingkup rumah tangga tidak hanya 

terjadi pada ruang lingkup keluarga inti, tetapi juga dapat terjadi pada orang yang 

bekerja membantu dalam rumah tangga. Dalam permasalahan yang diteliti adalah 

untuk menegtahui dan menganalisis pertimbangan hakim berdasarkan Putusan Nomor 

132/Pid.Sus/2010/PN.Ska mengenai penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak 

pidana (majikan) yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta 

mengetahiu pertanggungjawaban pidana dalam penetapan perlindungan hukum 

terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT). Metode penelitian skripsi ini adalah 

menggunakan penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini adalah pelaku adalah 

termasuk sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga 

mengakibatkan kerugian bagi korban. Untuk dapat menjatuhkan sanksi kepada pelaku 

yang beresiko terhadap keadaan fisik dan batin korban dapat dibuktikan dengan 

unsur-unsur kesalahan dari pelaku tersebut.  

Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, majikan, kekerasan dalam rumah 

tangga. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

 

A. Latar Belakang 

  Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok 

masyarakat, rumah tangga tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan 

terwujudnya suatu negara. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila 

yang didukung oleh umat beragama mustahil bisa terbentuk rumah tangga tanpa 

perkawinan, karena perkawinan tidak lain adalah permulaan di rumah tangga. 

Perkawinan merupakan aqad dengan upacara ijab qobul antara calon suami dan istri 

untuk hidup bersama sebagai pertalian suci (sacral), untuk menghalalkan hubungan 

kelamin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga dalam 

memakmurkan bumi ALLAH SWT yang luas ini. Jadi, tujuan perkawinan adalah 

membentuk dan membina keluarga yang bahagia lahir dan batin. Oleh karena itu 

harus tetap terjaga keharmonisannya dan diupayakan tetap langgeng (kekal).1 

Tindak pidana tidak hanya di dalam ruang lingkup pembunuhan, pencurian, 

dan sebagainya, tetapi juga berkembang ke dalam tindak pidana kekerasan terhadap 

perseorangan, baik itu masyarakat sekitar bahkan keluarga sendiri sehingga 

menimbulkan adanya kekerasan di dalam rumah tangga.2Pengertian perbuatan pidana 

telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana, salah satunya dijelaskan 

bahwa pengertian perbuatan pidana dengan pengertian perbuatan pidanayang lain 

                                                             
1 Moerti Hadiati Soeroso, 2011, Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Presfektif Yuridis-

Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 62. 
2Hadiati Soeroso & Moerti, 2001, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Yuridis-

Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1. 



 
 

 
 

secara umum terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang memisahkan 

secara tegas antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana, dan 

kelompok yang menyamakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban 

pidana. Pengertian perbuatan pidana semata-mata menunjuk pada perbuatan baik 

secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan 

perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan bukan merupakan wilayah 

perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada diskusi pertanggungjawaban pidana. 

Dengan kata lain, apakah inkonkreto, yang melakukan perbuatan tadi sungguh-

sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah di luar arti perbuatan pidana.3 

Bahkan didalam lingkungan keluarga yang merupakan ruang lingkup sosial 

terkecil dalam masyarakat, sedikit sekali kemungkinan untuk terjadinya tindak 

kekerasan dilingkungan tersebut. Namun pada kenyataannya ditempat itulah sering 

terjadi kekerasan. Tindak kekerasan itu lebih kita kenal sebagai Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (yang selanjutnya di singkat KDRT). Ruang lingkup tindakan KDRT 

adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibattimbulnya 

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran 

rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau 

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.4 

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti:5 

                                                             
3 Mahrus Ali,2012,Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 97. 
4Wikipedia, 2017, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diakses di 

https://id.wikipedia.org/wik/Kekerasan_Dalam_Rumah_Tangga, pada hari Rabu, 8 Febuari 2017, 

pukul 21:21 WIB. 
5KBBI, diakses di https://Jogjakarta.com/arti-kata/kekerasan.html, pada hari Rabu, 8 Febuari 

2017, pukul 21:25 WIB. 

https://id.wikipedia.org/wik/Kekerasan_Dalam_Rumah_Tangga
https://jogjakarta.com/arti-kata/kekerasan.html


 
 

 
 

1. Perihal (yang bersifat, berciri) keras; 

2. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau 

matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; 

3. Paksaan. 

Sedangkan dalam Bahasa Indonesia, kata kekerasan pada umumnya dipahami hanya 

menyangkut serangan fisik belaka. Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat 

pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu : “Membuat 

orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. 

  Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian, 

yang dimaksud dengan tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau 

tenaga sama sekali, tetapi seseorang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui 

yang terjadi pada dirinya.6Perbuatan kekerasan seperti tersebut diatas dapat dikatakan 

penganiayaan. Penganiayaan di dalam KUHP digolongkan menjadi dua, yaitu : 

1. Penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP; dan  

2.  Penganiayaan ringan dalam Pasal 352 KUHP.  

           Pengertian penganiayaan berat adalah apabila perbuatannya mengakibatkan 

luka berat seperti yang diatur dalam Pasal 90 KUHP, luka berat dirumuskan sebagai 

berikut :7 

1. Jatuh sakit atau dapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh yang 

menimbulkan bahaya maut; 

                                                             
6 Rika Saraswati, 2006, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, PT 

Citra Aditya Bakti, Semarang, hlm.12. 
7Ibid., hlm.13. 



 
 

 
 

2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan 

pencaharian; 

3. Kehilangan salah satu pancaindra; 

4. Mendapat cacat berat; 

5. Menderita sakit lumpuh; 

6. Terganggu daya pikir selama empat minggu; dan 

7. Gugurnya/matinya kandungan seseorang perempuan. 

Saat ini ditandai dengan berbagai kebutuhan yang meningkat. Untuk 

mendapatkan kebutuhan tersebut sebagian besar pasangan baik suami maupun isteri 

sama-sama bekerja sehingga secara tidak langsung hal ini berdampak pada kesulitan 

dalam mengurus rumah tangga. Penggunaan jasa pembantu rumah tangga menjadi 

salah satu solusi tepat untuk mengatasi kesulitan mengurus rumah tangga. Dalam hal 

ini PRT memiliki peranan yang sangat penting sebagai penunjang dalam mengurus 

berbagai pekerjaan rumah tangga. Tanpa adanya PRT maka sering kali anggota 

keluarga mengalami kesulitan dalam mengurus pekerjaan rumah tangga. Pekerjaan 

sebagai PRT sering kali dipandang sebelah mata karena sebagian besar orang tidak 

menyadari pentingnya peranan PRT. Hal ini juga yang menjadi penyebab banyak 

terjadi tindak pidana terhadap PRT. Peranan PRT sering kali tidak sepadan dengan 

pengharapan yang diberikan oleh anggota rumah tangga, sering kali pengharapan 

yang diterima oleh PRT tidak seimbang dengan pekerjaan rumah yang telah 

diselesaikan. Pengertian penelantaran adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan 



 
 

 
 

hidup pada seseorang yang memiliki ketergantungan kepada pihak lain, khususnya 

dalam lingkup rumah tangga.8 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak saja hanya menimpa istri tapi 

juga bisa menimpa anggota rumah tangga lainnya seperti anak atau bahkan PRT atau 

siapa saja yang tinggal dalam rumah tangga tersebut. Relasi korban dengan pelaku 

tidak selalu dalam hubungan perkawinan, tetapi bisa juga hubungan antara majikan 

dan bawahan, hubungan darah/keluarga atau hubungan lainnya yang menggambarkan 

relasi yang timpang. Kekerasan khas yang ditunjukan pada perempuan adalah karena 

mereka perempuan, bisa disebut kekerasan berbasis gender (gender based violence) 

semakin terangkat ke permukaan mengingat kekerasan seperti itu tidak hanya terjadi 

di sektor publik tetapi juga sektor domestik (domestic violence).9Lebih eksplisit, 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga. 

(1) Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi : 

a. Suami, isteri, dan anak; 

b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang 

sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, 

persusuan, pengasuh, dan perwalian yang menetap di dalam rumah tangga 

dan/atau; 

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah 

tangga tersebut. 

                                                             
8Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto, dan Achie Sudiarti Luhulimah, 2000,Penghapusan 

Diskriminasi Terhadap Wanita, PT Alumni, Bandung, hlm.269. 
9Dewita Hayu Shinta dan Oetari Cintya Bramantia, 2007, Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Reduksi Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam RUU KUHP, LBH Apik, Jakarta, hlm. 5 



 
 

 
 

 

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai 

anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang 

bersangkutan. 

Ancaman bagi pelaku tindak pidana KDRT diatur didalam ketentuan pidana 

pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berisi : 

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah 

tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 

(lima belas juta rupiah) 

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 

korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga 

puluh juta rupiah) 

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan 

matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 

tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.00,00 (empat puluh lima juta rupiah) 

   Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami 

terhadap isteri atau sebaliknya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk 

menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling 

banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). 



 
 

 
 

Pada Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berisi:  

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang 

dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:” 

a. Kekerasan fisik; 

b. Kekerasan psikis; 

c. Kekerasan seksual; atau  

d. Penelantaran rumah tangga. 

Penulis ingin mengangkat kasus tentang pertanggungjawaban pidana pada 

pelaku yang melakukan KDRT terhadap korban kekerasan dalam tindak pidana 

KDRT. Seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 yang berisi ‘’Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: 

a) Suami, isteri, dan anak;  

b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana 

dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuh, 

dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau  

c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tersebut. 

Seringkali para majikan menganggap wajar memukul, memaki, mengejek 

pembantu rumah tangga untuk melampiaskan kekesalannya atau ketidakpuasannya 

jika pekerjaan yang dilakukannya tidak beres atau kurang baik. Menurut Jaringan 

Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), sejak disahkannya UU No. 23 

Tahun 2004 tentang PKDRT pada 22 September 2004 dan diberlakukan satu bulan 

kemudian, tidak banyak kasus yang dapat diperoses secara hukum. Dari sekian 

banyak data pengaduan kasus KDRT yang diterima LBH APIK Jakarta. Data dari 



 
 

 
 

berbagai sumber menunjukan sepanjang tahun 2015 hingga saat ini terdapat 376 

kasus kekerasan yang dapat terlihat karena ada lembaga yang mendampingi serta 

adanya media dan publik yang memberitakan.10 

  Mayoritas 65% adalah multi kekerasan termasuk upah yang tidak dibayar, 

penyekapan, penganiayaan dan pelecehan. Di samping 35% adalah kasus 

perdagangan manusia. Bisa diperkirakan kasus tersebut adalah kasus yang baru 

diketahui publik karena tingkat kekerasannya sudah membahayakan badan dan jiwa. 

Lebih lanjut, terkait proses hukum, pihak kepolisisan masih seringkali lalai dalam 

turut serta melindungi korban dan memiliki prespektif korban kekerasan dalam 

mengusut kasus semacam ini.11Terbukti dari ketiadaan penyaringan informasi yang 

diserahkan kepada publik. Banyak Pembantu Rumah Tangga (PRT)yang tidak 

mengetahui bahwa dia dilindungi, mereka tidak mengetahui apa yang menjadi hak-

haknya, dan tidak tahu harus kemana melakukan apa jika mengalami kekerasan. 

Kurangnya informasi, keterbatasan dalam ekonomi, pendidikan dan hukum 

menyebabkan kekerasan pada Pembantu Rumah Tangga terjadi terus menerus dan 

berulang. Sebagai buruh, Pembantu Rumah Tangga berhak untuk memperoleh hak-

haknya sesuai dengan hukum perburuhan. Dalam konteks perlindungan HAM 

universal, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) telah mengatur 

perlindungan terhadap kemerdekaan seseorang termasuk terhadap segala jenis praktik 

perbudakan.  

                                                             
10 Sustri Saragih, 2015, Hentikan Kekerasan terhadap Pembantu Rumah Tangga, 

http://www.kompasiana.com/sustrimenulis/hentikan-kekerasan-terhadap-pembantu-rumah-

tangga_5518777981331122699de73f, diakses pada hari Jumat 10 Febuari 2017 pukul 10.55 WIB. 
11Ibid. 

http://www.kompasiana.com/sustrimenulis/hentikan-kekerasan-terhadap-pembantu-rumah-tangga_5518777981331122699de73f
http://www.kompasiana.com/sustrimenulis/hentikan-kekerasan-terhadap-pembantu-rumah-tangga_5518777981331122699de73f


 
 

 
 

Khusus mengenai perlindungan terhadap buruh, dalam konteks hukum 

Internasional, Indonesia telah meratifikasi Konvensi-konvensi inti ILO mengenai 

Hak-hak mendasar dalam pekerjaan yaitu : Konvensi ILO No. 98 mengenai dasar-

dasar hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama (diratifikasi dengan 

Undang-Undang RI No. 18 Tahun 1956); Konvensi ILO No. 29 mengenai kerja paksa 

atau wajib kerja. Konvensi ILO No. 105 tentang penghapusan kerja paksa (diratifikasi 

dengan Undang-Undang RI No. 19 Tahun 1999); Konvensi ILO No. 100 mengenai 

pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang 

sama nilainya (diratifikasi dengan Undang-Undang RI No. 80 Tahun 1957); Konvensi 

ILO No. 111 mengenai diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan (diratifikasi 

dengan Undang-Undang RI No. 21 Tahun 1999); Konvensi ILO No. 138 mengenai 

usia minimum untuk diperbolehkan bekerja (diratifikasi dengan Undang-Undang RI 

No. 20 Tahun 1999); Konvensi ILO No 182 mengenai pelanggara dan tindakan 

segera untuk menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak 

(diratifikasi dengan Undang-Undang RI NO. 1 Tahun 2000). Perempuan adalah jenis 

kelamin mayoritas PRT.12 

Ketentuan Hukum Internasional mendasar yang mengatur perlindungan 

terhadap perempuan adalah Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination Against Women(CEDAW) Konvensi Mengenai Penghapusan Segala 

Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Indonesia telah meratifikasi Konvensi ini 

dengan Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1984. Selain berdasarkan Konvensi-

                                                             
12 Maidin Gultom,2012,Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, Refika 

Aditama,Bandung,hlm.57. 

 



 
 

 
 

konvensi tersebut di atas, kritisi yang akan dilakukan adalah secara struktur hirarkis 

berdasarkan konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi hingga prinsip-prinsip dalam 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perburuhan. Peraturan yang 

mengeksplisitkan PRT sebagai pekerja adalah Perda DKI Jakarta No. 6 Tahun 1993 

yang menyatakan Pramuwisma adalah Tenaga Kerja PRT yang melakukan pekerjaan 

rumah tangga dengan menerima upah, dan lebih jelas lagi dilihat dari lembaga yang 

menangani masalah PRT yaitu Dinas Tenaga Kerja dibantu oleh Tim Penyelesaian 

Perselisihan Pramuwisma. Berdasarkan ketentuan ini, maka dapat ditegaskan bahwa 

hubungan kerja antara PRT dengan majikannya (pengguna jasa) adalah hubungan 

keja formal dan kontraktual. Namun, Perda ini hanya terbatas berlaku di Jakarta dan 

itu pun belum implementatif, karena sosilisasi yang kurang. Perda ini pun memuat 

beberapa kelemahan mendasar dan karenanya perlu dikritis dan direvisi agar sesuai 

dengan kebutuhan dan kepentingan PRT.13 

Sebagai contoh kasus yang diangkat dari putusan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor.132/Pid.Sus/2010/PN. Ska. Seorang terdakwa bernama Maria 

Endang Sri Murniati als. Mami berusia 57 Tahun yang di pidana penjara selama 10 

(sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap di 

tahan oleh pengadilan lantaran terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan fisik 

dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :14 

“Terdakwa Maria Endang Sri Murniati als. Mami memukul korban menggunakan 

gayung air yang terbuat dari plastik dan kemudian terdakwa menggunting rambut 

                                                             
13Ibid.,hlm.58. 
14Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2010/PN. Ska. 



 
 

 
 

korban menggunakan gunting stainless sehingga rambut korban plontos tidak 

beraturan”. 

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap korban di 

dalam ruang lingkup keluarga atau termasuk menetap di dalam keluarga tersebut yang 

merupakan suatu tindak pidana yang serius dan juga perlu untuk dibahas dan dikaji 

dengan tujuan memberikan informasi dan pemahaman-pemahaman untuk para korban 

dan menjelaskan bagaimana pertanggung jawaban pelaku yang melakukan tindakan 

kekerasan di dalam ruang lingkup keluarga. Berdasarkan hal tersebut di atas, Penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan menuangkannya dalam 

penulisan hukum ini dengan judul : ‘’Pertanggungjawaban Pidana Terhadap 

Majikan Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Ditinjau 

Dari Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga ’’ 

 

B. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang penelitian sebagaimana diuraikan di atas, penulis hendak 

membatasi penelitian ini berdasarkan identifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 

terhadap majikan yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(KDRT) pada Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2010/PN.Ska? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap majikan yang melakukan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) khususnya pada Pembantu 

Rumah Tangga (PRT)? 



 
 

 
 

 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.132/Pid.Sus/2010/PN.Ska 

mengenai penjatuhan putusan terhadap majikan yang melakukan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga (KDRT). 

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dalam penetapan 

perlindungan hukum terhadap Pembantu Rumah Tangga. 

 

D. Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini berguna sebagai sumbangan 

pemikiran, serta untuk memperkaya khanzanah ilmu pengetahuan, 

khususnya dalam bidang ilmu hukum, atau disiplin keilmuan lainnya yang 

ada kaitanyya dengan kekerasan dalam rumah tangga.  

2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi 

penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, serta 

semua elemen masyarakat yang memepunyai kepedulian terhadap masalah 

KDRT.  

 

 

 



 
 

 
 

E. Kerangka Teori  

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana  

  Teori Dualistis, pandangan dualistis tentang delik bersikeras 

memisahkan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut 

pandangan ini, unsur objektif hanya dapat dikandung dalam perbuatan 

pidana. Atas dasar itu, perbuatan pidana hanya dapat dilarang karena tidak 

mungkin suatu perbuatan dijatuhi pidana. Sedangkan unsur subjektif hanya 

dapat dikandung dalam pertanggungjawaban pidana yang ditujukan kepada 

pembuat melalui celaan yang diobyektifkan. Karenanya, pemidanaan hanya 

diterapkan kepada pembuat setelah terbukti melakukan perbuatan pidana dan 

dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. 

  Pelaksaaan perbuatan pidana tidak serta merta menyebabkan seseorang 

dapat dipidana lantaran perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat 

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika dilanggar. 

Sementara itu, pemidanaan bergantung kepada kesalahan pembuat manakala 

melakukan perbuatan. Pemisahan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban 

pidana ini nampak dalam definisi perbuatan pidana yang dikemukakan 

Moeljatno,”...perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan 

mana disertai ancaman (sangsi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang 

siapa yang melanggar larangan tersebut’’.15 

 

2. Teori Pertimbangan Hakim 

                                                             
15 Moeljatno, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana,Cet. V,Jakarta,hlm.54. 



 
 

 
 

Pengertian Pertimbangan Hakim Pertimbangan hakim merupakan salah satu 

aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan 

hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung 

kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak 

yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan 

teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan 

cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut 

akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.16 

 

3.  Teori Putusan Pengadilan  

 

  Menurut Mukti Arto, Putusan ialah penyataan hakim yang dituangkan 

dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk 

umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). 

Sedangkan penetapan ialah juga pernyataan hakim yang dituangkan dalam 

bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum 

sebagai hasil dari pemeriksaan permohonan (voluntair).17 

  Putusan dalam Bahasa Belanda disebut vonisataual, adalah produk 

peradilan yang disebabkan adanya dua pihak yang berlawanan dalam 

berperkara, yaitu “penggugat” atau “tergugat”. Putusan adalah produk 

peradilan yang sesungguhnya (jurisdictio contentiosa), di mana selalu 

memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan 

                                                             
16Mukti Arto, 2004,Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet. V, Yogyakarta, 

hlm.140. 
17 Mukti Arto, 1996,  Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, 

Yogyakarta, hlm. 168. 



 
 

 
 

sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau melepaskan sesuatu, menghukum 

sesuatu. Jadi dalam diktum vonisselalu bersifat condemnation (menghukum), 

atau bersifat constitutoir (menciptakan). Perintah dari peradilan ini jika tidak 

dilaksanakan dengan rela, maka dapat dilaksanakan secara paksa yang bisa 

disebut eksekusi.18 

  Berbeda dengan penetapan yang diambil oleh hakim apabila 

perkaranya adalah permohonan di mana kekuatan penetapannya bersifat 

deklaratoir, putusan diambil oleh hakim apabila perkaranya berupa suatu 

sangketa dimana para pihak saling mempertahankan hak masing-masing. 

Jadi perkaranya diperiksa secara contradictoir (timbal balik), sehingga 

putusannya bersifat comdemnatoir (menghukum) pihak yang kalah.19 

 

4. Teori Pemidanaan  

 Teori-teori pemidanaan berhubungan langsung dengan pengertian 

hukum pidana subjektif. Yakni menerangkan tentang dasar dari hak negara 

dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada orang yang melanggar 

larangan dalam hukuman pidana atau hukum pidana objektif. Dalam 

pelaksanaan hukum pidana subjektif itu berakibat diserangnya hak dan 

kepentingan hukum pribadi manusia tadi yang justru dilindungi oleh hukum 

pidana itu sendiri. Misalnya penjahat dijatuhi pidana penjara atau kurungan 

dan dijalankan, maka hak atau kemerdekaan bergeraknya dirampas.Atau 

                                                             
 18 Raihan A. Rasyid, 1998, Hukum Acara Peradilan Agama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

hlm. 200. 

 19Ibid., hlm. 32. 

 



 
 

 
 

dijatuhi pidana mati kemudian dijalankan, artinya dengan sengaja 

membunuhnya. Oleh karena itulah hukum pidana objektif dapat disebut 

hukum istimewa.  

 Pidana yang diancamkan seperti yang tertera dalam Pasal 10 KUHP itu 

apabila diterapkan akan menyerang kepentingan hukum dan hak pribadi 

manusia yang sebenarnya dilindungi oleh hukum.Hak menjalankan hukum 

pidana subjektif ini sangat besar sehingga hanya boleh dimiliki oleh negara. 

Negara merupakan organisasi sosial tertinggi yang berkewajiban 

menyelenggarakan dan mempertahankan tata tertib masyarakat. Dalam 

rangka melaksanakan kewajiban itu, maka wajar bila negara melalui alat-

alatnya diberi hak dan kewenangan untuk menjatuhkan dan menjalankan 

pidana.Mengenai kepentingan pidana ini perlu dijatuhkan, terdapat berbagai 

pendapat. Bagi hakim yang bijak, ketika ia akan menarik atau menetapkan 

amar putusan, ia akan terlebih dahulu mempertimbangkan benar tentang 

manfaat apa yang akan dicapai dari penjatuhan pidana (jenis dan berat 

ringannya), baik bagi terdakwa, maupun masyarakat dan negara. Dalam 

keadaan demikian, teori hukum pidana dapat membantunya. Ketika jaksa 

hendak membuat tuntutan dan hakim hendak menjatuhkan pidana, seringkali 

bergantung pada pendirian mereka mengenai teori-teori pemidanaan yang 

dianut.  



 
 

 
 

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun 

secara umum dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu:20 

1.        Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien) 

2.        Teori relatif atau teori tujuan (doel theorien) 

3.        Teori gabungan (vernegings theorien). 

 

 

F. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

   Dalam penelitian skripsi ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah 

penelitian hukum yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian 

Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 

bahan kepustakaan atau data sekunder saja.21 

 

2. Pendekatan Penelitian 

Penulisan penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan 

perundang-undangan (statute apporoach) yang dapat dilakukan dengan 

menganalisis berbagai undang-undang dan ketentun yang relevan dengan 

permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.22 Selain itu, penulis juga 

menggunakan pendekatan kasus (case approach) untuk memperjelas dan 

mendukung pembahasan penulisan skripsi ini. 

                                                             
20 Bambang,Waluyo,2004,Pidana dan Pemidanaan,Sinar Grafika,Jakarta,hlm.57. 
21 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, Radjawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14. 
22 Peter Muhamud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 136.  



 
 

 
 

 

3. Sumber Hukum  

    Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :  

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer,berupa peraturan perundang-undangan yang 

terdiri dari:23 

1. KUHP  

2. KUHAP 

3. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  

4. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (KDRT)  

5. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

6. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

7. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2010/PN.Ska 

 

b. Bahan Hukum Sekunder  

   Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan 

Bahan Hukum Primer, sehingga dapat membantu menganalisis serta 

memahaminya melalui literatur, catatan-catatan, karya ilmiah para 

sarjana, seminar maupun berbagai media cetak yang membahas hal 

terkait.24 

                                                             
23Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,2001,Penelitian Hukum Normatif,Cet V IND-HILL-

CO,Jakarta,hlm.13. 
24Ibid. 



 
 

 
 

 

 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. Bahan Hukum Tersier ini berupa Kamus Bahasa Indonesia 

dan Kamus hukum.25 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  

   Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari 

penelitian kepustakaan melalui studi dokumen yaitu dengan cara 

mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang berupa peraturan 

perundang-undangan, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian. 

 

5. Analisis Bahan Hukum  

 

  Bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier yang diperoleh 

dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bertujuan 

untuk mengerti atau memahami masalah yang diteliti. Penulis melakukan 

penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum (rechsbeginselen) 

                                                             
25Ibid. 



 
 

 
 

yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif 

tidak tertulis.26 

 

6. Penarikan Kesimpulan  

 Untuk kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu cara berpikir 

dengan menarik kesimpulan dari data yang bersifat umum ke data-data yang 

bersifat khusus.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                             
26Anonim, Penalaran,http://id.wikipedia.org/wiki/Penalaran, diakses pada 16 Febuari 2017, 

pukul 13:30 WIB. 
27Soerjono Soekanto,1986,Pengantar Penelitian Hukum,Sinar Garafika,Jakarta,hlm.32. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Penalaran
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